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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1  Kesimpulan 

Bahwa memang sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri lagi apabila 

kita melihat perkembangan teknologi pada era ini. Dengan meningkatnya 

kecepatan perpindahan informasi dan juga transfer teknologi dari satu 

negara dengan negara lainnya, tentu ini akan membantu dalam upaya negara 

dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Salah satu efek dari 

perkembangan ini adalah semakin banyaknya penggunaan teknologi nir 

awak, seperti UAS, UGV, ataupun fokus dari penelitian ini yaitu UMS.  

Penggunaan UMS, walaupun belum pada level penggunaan UAS, tetapi 

sudah mulai tersebar luas, baik dalam bidang publik maupun privat. 

Kapabilitas dari UMS untuk dapat melakukan navigasi tanpa harus 

menghiraukan adanya awak didalamnya, menghilangkan resiko melayang 

nya nyawa kru. Tentu, faktor manusia yang dapat dihilangkan ini menjadi 

suatu pendorong bagi banyak jurisdiksi dan juga bidang privat untuk 

mendapatkan dan mengembangkan tekonologi UMS teruntuk memenuhi 

kebutuhan tersendiir. Seperti yang sudah dapat kita lihat, banyak UMS 

dibentuk untuk mengisi kebutuhan manusia dalam menjelajahi bagian 

bagian dunia yang tidak dapat secara mudah di akses oleh manusia sendiri 

pada umumnya. Banyak UMS juga digunakan untuk membentuk suatu 

perlindungan tanpa harus ada manusia yang secara langsung dan terus 

menerus meletakan dirinya dalam bahaya. Hal hal ini merupakan sedikit 

bagian dari mengapa penggunaan UMS di seluruh dunia mulai meningkat 

terus menerus. Karena ini juga, penggunaan UMS oleh militer dari banyak 

negara mulai meningkat melihat dari banyaknya hal hal positif yang dibawa 

oleh UMS dalam operasi militer yang terkadang membahayakan kehidupan 

manusia. 

Dengan perkembangan teknologi UMS, tentu dapat dilihat juga apabila 

hukum internasional juga mengikuti perkembangan pesat dari semakin 
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maraknya penggunaan sistem nir awak ini. Perihal penggunaan UAS dapat 

kita lihat salah satu perkembangan paling pesat dalam segi hukum dimana 

sistem UAS dilihat sebagai suatu perkembangan dalam medan perang dan 

oleh karena itu harus juga dapat ditentukan status legal nya. Namun, hal 

yang sama tidak dapat dibilang untuk perkembangan hukum mengenai 

UMS. sampai sekarang ini, belum ada satupun badan regulasi internasional 

yang mengatur penggunaan UMS secara terpisah. Oleh karena itu, patut 

ditanya mengenai hukum apakah yang harus digunakan untuk dapat melihat 

legalitas penggunaan UMS oleh militer maupun bidang privat. Dari ini akan 

menunjuk kita kepada dua perangkat hukum yang luas tetapi berbeda, yaitu 

United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, dan Hukum 

Humaniter Internasional yang merujuk kepada Hukum Genewa. 

Ketentuan yang ditemukan didalam UNCLOS bersifat general dan berlaku 

sebagai salah satu otoritas terhadap bidang Hukum Laut Internasional. 

Namun, Hukum Laut sendiri belum bisa mengikuti perkembangan 

teknologi yang terus menerus tumbuh diluar imajinasi para perancang 

perjanjian. Hal ini sangat terlihat jelas dengan penggunaan UMS yang sukar 

untuk dapat menjadi subyek dibawah UNCLOS karena adanya kesulitan 

dalam menjelaskan apakah itu Kapal yang dimaksud didalam UNCLOS. 

Oleh karena itu, masih terdapat kerancuan mengenai apabila UNCLOS 

dapat mengatur penggunaan UMS diatas lautan pada waktu damai. 

Diluar waktu damai, kita mengenal juga Periode Konflik darimana akan 

memberlakukan Konvensi Genewa sebagai Hukum Humaniter 

Internasional. Dalam Hukum Humaniter sendiri juga terdapat beberapa 

permasalahan mengenai identifikasi UMS, yang belum memiliki jawaban 

pasti. Beberapa pemikir menarik konklusi bahwa UMS harus dianggap 

sebagai Platform pelepasan Senjata, namun ada juga pemikir yang memilih 

untuk menunjuk UMS sebagai suatu sistem persenjataan. Definisi ini dapat 

memberi akibat hukum yang sangat berbeda dan membuat komplikasi 

terhadap penggunaan UMS. Sebagai contoh, Insiden seperti antara China 

dan Amerika Serikat dapat terjadi lebih sering dan akan membuat hubungan 

antar negara menjadi tidak stabil.  
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Dilihat dari permasalahan ini semua, penggunaan UMS sendiri masih sangat 

sulit ditemukan dasar hukumnya, baik dalam waktu damai maupun waktu 

konflik internasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara sekilas bahwa 

memang terdapat suatu kekosongan hukum terhadap penggunaan UMS, 

dalam pihak publik dan penggunaan militer, maupun penggunaan UMS oleh 

pihak privat dalam bidang riset dan eksplorasi wilayah. 

IV.2 Saran 

Melihat dari kondisi yang tergambarkan diatas dan menjadi inti dari 

penelitian ini, maka dari itu ada dua saran yang dapat disampaikann. 

Pertama adalah untuk mengakui terlebih dahulu terhadap posisi unik yang 

dimiliki oleh UMS sebagai sesuatu yang bersifat unik dan berbeda dengan 

Kapal pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat internasional melalui 

berbagai Perjanjian Internasional. Kedua, bahwa ada urgensi untuk dapat 

merundingkan dan merancang Perjanjian yang mengatur mengenai 

penggunaan UMS secara luas dan dalam skala global, baik dalam bidang 

privat maupun militer. Ini dikarenakan sulitnya untuk dapat 

mengaplikasikan UNCLOS secara efektif untuk penggunaan UMS, maupun 

dapat timbulnya definisi yang bersifat ganda yang berasal dari mekanisme 

Weapons Review dalam Konvensi Genewa. 
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